PIMPINAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/08/DPRD/IX/2023

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah
Kota  Pangkalpinang tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
Anggaran 2023, telah disampaikan oleh Walikota
Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Kesatu, Masa
Persidangan I Tahun 2023 DPRD Kota Pangkalpinang pada
tanggal 4 September 2023, yang kemudian dilakukan
pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota
Pangkalpinang bersama TAPD Kota Pangkalpinang;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Badan
Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota
Pangkalpinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran
2023, perlu mendapat persetuyjuan DPRD  Kota
Pangkalpinang;

C. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl1956, Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );



Menetapkan
KESATU

KEDUA

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkakpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menerima dan Menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, yang semula berjumlah Rp. 974.176.042.111,00
bertambah sejumlah Rp. 184.848.518.371,00 sechingga
menjadi Rp. 1.159.024.560.482,00 dengan perincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 925.876.042.111,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 70.297.159.094,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp. 966.173.201.205,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 969.676.042.111,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
184.848.518.371,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.
1.154.524.560.482,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1. Semula Rp. 48.300.000.000,00



2. Bertambah/(berkurang) Rp.
114.551.359.277,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp. 162.851.359.277,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 4.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp. 4.500.000.000,00

4. Jumlah Pembiayaan Netto
a. Semula Rp. 43.800.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
114.551.359.277,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.
158.351.359.277,00

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp. 0,00

KETIGA :  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA angka 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
a. Semula Rp. 170.418.048.111,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.719.352.366,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.
178.137.400.477,00

2. Pendapatan Dana Transfer
a. Semula Rp. 750.457.994.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.577.806.728,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 813.035.800.728,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp. 5.000.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah yang semula berjumlah sebesar
Rp. 170.418.048.111,00 bertambah sejumlah Rp.
7.719.352.366,00 schingga jumlah pendapatan setelah

perubahan sejumlah Rp. 178.137.400.477,00,
sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari jenis
pendapatan :

1. Pajak Daerah
a. Semula Rp. 114.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.
117.000.000.000,00

2. Retribusi Daerah
a. Semula Rp. 14.798.618.605,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.639.292.377,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.
13.159.326.228,00



KEEMPAT

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
a. Semula Rp. 6.363.358.117,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.730.878.312,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp.
9.094.236.429,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
a. Semula Rp. 35.256.071.389,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.627.766.431,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah setelah perubahan Rp. 38.883.837.820,00

Pendapatan Dana Transfer yang semula berjumlah sebesar
Rp. 750.457.994.000,00 bertambah sejumlah Rp.
62.577.806.728,00 sehingga jumlah Pendapatan Dana
Transfer setelah perubahan sejumlah Rp.
813.035.800.728,00, sebagaimana dimaksud pada angka
2 terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat
a. Semula Rp. 688.207.994.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.566.018.359,00
Jumlah Pendapatan Dana Transfer Pemerintah
Pusat setelah perubahan Rp.
699.774.012.359,00

2. Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah
a. Semula Rp. 62.250.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.011.788.369,00
Jumlah Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah
setelah perubahan Rp. 113.261.788.369,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

4. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA angka 2 terdiri dari :

1. Belanja Operasi
a. Semula Rp. 797.133.287.527,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
108.433.821.092,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp.
905.567.108.619,00

2. Belanja Modal
a. Semula Rp. 167.542.754.584,00



b. Bertambah/(berkurang) Rp. 79.914.697.279,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.
247.457.451.863,00

3. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.500.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 1.500.000.000,00

Belanja Operasi yang semula berjumlah sebesar Rp.
797.133.287.527,00 bertambah sejumlah Rp.
108.433.821.092,00 schingga jumlah Belanja Operasi
setelah perubahan sejumlah Rp. 905.567.108.619,00,
sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :

1. Belanja Pegawai
a. Semula Rp. 432.630.504.600,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.059.959.398,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.
439.690.463.998,00

2. Belanja Barang dan Jasa
a. Semula Rp. 338.810.249.777,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 74.943.437.694,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
perubahan Rp. 413.753.687.471,00

3. Belanja Hibah
a. Semula Rp. 19.191.548.150,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.530.782.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.
48.722.330.150,00

4. Belanja Bantuan Sosial
a. Semula Rp. 6.500.985.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.100.358.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan Rp. 3.400.627.000,00

Belanja Modal yang semula berjumlah sebesar Rp.
167.542.754.584,00 bertambah sejumlah Rp.
79.914.697.279,00 sehingga jumlah Belanja Modal
setelah perubahan sejumlah Rp. 247.457.451.863,00,
sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah
a. Semula Rp. 5.697.081.200,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.406.835.800,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan
Rp. 14.103.917.000,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
a. Semula Rp. 60.724.000.423,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 31.023.716.256,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah perubahan Rp. 91.747.716.679,00



KELIMA

3. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan
a. Semula Rp. 62.180.982.234,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.809.334.315,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung dan
Bangunan setelah perubahan Rp.
70.990.316.549,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
a. Semula Rp. 23.384.212.541,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.116.663.127,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Irigasi setelah perubahan Rp.
44.500.875.668,00

5. Belanja Modal Aset tetap lainnya
a. Semula Rp. 15.556.478.186,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.558.147.781,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp. 26.114.625.967,00

Belanja tidak terduga yang semula berjumlah sebesar Rp.

5.000.000.000,00 berkurang sejumlah Rp.
(3.500.000.000,00) sehingga jumlah Belanja tidak
terduga setelah perubahan sejumlah Rp.

1.500.000.000,00, sebagaimana dimaksud pada angka 3
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.500.000.000,00)
Jumlah  Belanja Tidak Terduga  setelah
perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA angka 3, terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 48.300.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
114.551.359.277,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan Rp. 162.851.359.277,00

2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah  Pengeluaran Pembiayaan  setelah
perubahan Rp. 4.500.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan yang semula berjumlah Rp.
48.300.000.000,00 bertambah sejumlah Rp.
114.551.359.277,00 sehingga  jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah  perubahan  sejumlah  Rp.
162.851.359.277,00, sebagaimana dimaksud pada angka
1 terdiri atas :

1. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
a. Semula Rp. 48.300.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
114.551.359.277,00



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

WAKIL KETUA,

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah perubahan Rp. 162.851.359.277,00

Pengeluaran Pembiayaan yang semula berjumlah Rp.
4.500.000.000,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.
0,00 sehingga jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan sejumlah Rp. 4.500.000.000,00, sebagaimana
dimaksud pada angka 2 terdiri atas :

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
a. Semula Rp. 4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah setelah perubahan Rp.
4.500.000.000,00

Pembiayaan Netto bertambah sebesar Rp.
114.551.359.277,00, yang semula sebesar Rp.
43.800.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar
Rp. 158.351.359.277,00, sehingga Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp. 0,00.

Uraian perincian selengkapnya tertuang didalam Lampiran
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan anggaran
serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini,
diserahkan  sepenuhnya kepada Pemerintah  Kota
Pangkalpinang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

ROSDIANSYAH RASYID BANGUN JAYA, S.H.



